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Orpanisasi Perserikatan Bangsa-bangsa uowk Pendidikan, Nmu Permgetahuan dan Kebodayaan (Uhited
Nations Edveational, Sciensific gnd Culturad Orgorizarion) atan TNESCO, pada wngoal 17 Oktober 2005 dalam
konterensi Umumnya menyepakat disahkannya Konvensi Perlindungan Warisan Bodava Takbenda (Commvention
Jor the Sufesuarding of the Intangible Crlierad Heritage), Indonesia meratifikast konvensi tersebut melalu
Feraturan Presiden ™o, 78 Tabun 2007 tentang Pengesahan Konvenst Perfinclungar: Warisan Budaya Takbenda
(Comvention for the Safepuarding of the Intangible Culteral Heritage). Tujuan pencelition ini uniuk mengetahui
perdindungan hubum wrhedap  kesentan uadisional ditinfas dari Koovensi Perlindiengan Warisan Budawvs
Takbenda (Caomvention for the Safeguarding of the Imtangible Culteral HerCvage) UNESCO Talwin 2003, dan
implementasi perlindungan hukum terhadap kesenian radisionad Khosusnya warisan budiva takbenda (the
irerangible celinerad heritage) di [ndonesia, sena kendala-kendala dan upaye-upara daiam perlindungan hukum
termadap kesenian tradisional khususnya warisan budiya takbenda (iie intangitve caltarad beritage ) B Indonesia
Sletode penelitian svang digunakan adalah meiode penelian suridis normatil] sumber data vaity data sekunder
w2t terding dari bahan bukum primer dan bahon ideom sekunder serta Bahan hokem teerier, Date sang diperoleh
diarmlisis dengan metode kualitaif, Dan hasil peoelitian ing diperoleh Kesiopedan, saitn Ronvensi Perlinduengan
Warisan Budayva Tekbenda (Comveridon for the safeguarding of the Intangeble Cultural Heritage) UNESCO
Tahon 2003 mengatur mengenai perlindungan, pengembangan dan pemandaatan torbadop warisan budaya
tekbenda dimana kesenion trucdisional merupakan bagian Jdard warisan budaya takbendie ndonesiy sendinn telah
mentifikasi konvensi terschut melalul Peraturan Presiden Noo 78 Talwn 20607 jentung Pengesaban Konvensi
Perlindungan Warisan Budaya Takbenda {Casvention for the Safeguarding of the Intangible Cultieal Heritage),
dan ndonesian mengimplementasikan atumn konvensi tersebul melalul Peratierun Bersara Mentert Dalam MNepgeri
Zan Menteri Kebudayoan dan Pariwisata No. 42 Tahan 2009 dun o, 40 Tahun 2009 tentung Pedoman Pelestarian
Bchbudayvann, Kendala Pemerintuh Indonesia dalam melakukan perlindungon teshadap kesenian tmdisional adalah
Selum adanya pengalumn hukum vang jelas mengatur mengenai perlindungan terhaday kesenian tradisional, dan
Pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan, seperti melalukan pencatatan dan inventarisasi 1erhadap
wesemizn tradisioeal khususnyn warisan budova takbenda melaloi Digen Nilai Budaya, Seni dan Filow dan
menpusun Rancangan Undang-Undang wentang Perlindungan dan Pemantiatan Kekayaan Intelekial Penpetahuan
Pradisional den Ekspresi Bodays Tradisonal.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum sebagai serangkaian norma yang memiliki ukuran pasti dan daya
paksa dalam pelaksanaanya senantiasa berjalan berdampingan dalam kehidupan
manusia. Hukum berfungsi melindungi dari kepentingan lain vang merugikan.
Hukum mengidealkan satu keseimbangan dalam keteraturan antara hak dan

kewajiban'.

Karya dan produk intelektual vyang tercakup dalam Hukum Kekavaan
Intelektual, atau biasa disingkat dengan HKI dirasa perlu untuk dilindungi oleh
Pemerintah. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu perangkat hukum yang mampu
melindungi dan menjaga hak-hak dan pemilik kekavaan intelektual untuk tidak

disalahgunakan oleh pihak lam.

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi Internasional
di bidang HKI. untuk kemudian dijadikan Undang-Undang Nasional. Diantaranva
adalah ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek
Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights) atau disingkat denpgan TRIPs vang diratifikasi
melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994%, dan ketentuan-ketentuan Berne
Conventions for The Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne

tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) diratifikasi melalui Keputusan

© Hafidullah, M, Laporan Penelitian Lembaga Kajian Fukum Teknologi, terdapat di dalam
aupwowow. roogle.com, diakses tangeal 18 Maret 2009,

= Purba, Afrillvana, dkk, 2005, TRIP-WTO dan Hukem K Indonesia, Rincka Cipta, lakarta,
hal.l,




Presiden No.l8 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property
Organization Copyrights  Treaty ("Peranjian Hak Cipta WIPO") melalui

Keputusan Presiden Nomaor 19 Tahun 1997.°

Ratifikasi dari ketentuan-ketentuan Internasional diatas disempurnakan
menjadi suatu Undang-Undang Nasional  diantaranya adalah Undang-Undang
No.14 Tahun 2001 tentang PatenUndang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang
Merek dan Undang-Undang Neo.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketiga
Undang-Undang ini berlaku bagi kekayaan intelektual baik vang berasal dari

Indonesia maupun datang dan pihak asing.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual
(HKI). Saat sckarang, telah banyak terjadi permasalahan-permasalahan vang
menyangkut dengan Hak Cipta yang seinng dengan perkembangan zaman dalam
menciptakan berbagai karya cipta, disamping itu perkembangan llmu Pengetahuan

dan Teknologi vang sangat pesat ikut mengalami perkembangan dari Hak Cipta.

Pada hakekatnya Hak Cipta adalah hak eksklusil (khusus) Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan pagasan atau
informasi tertentu. Yang termasuk kedalam hak khusus tersebut adalah hak untuk
mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan, dan hak untuk
memberi izin mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan, tanpa mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan Hak C ipnt-e._’L

" Muhammad, Abdulkadir, 2001, Kafian Hukum Ekonomi Hak Kekavaan Inelektual, Citra Aditya
Hakai, Bandung, hal. 108,
* Ibid, hal. 115.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan

schagai berikut :

Konvensi Perlindungan Warisan Budayva Takbenda (Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) merupakan salah satu
instrumen  hukum internasional yang mengatur mengenai  perlindungan
terhadap kesenian tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya
takbenda. Konvensi ini juga mengatur mengenai pengembangan  dan
pemanfaatan terhadap warisan budava takbenda. Peraturan yang terdapat di
dalam konvensi ini mengharuskan setiap negara yang telah mengikatkan diri
dengan  konvensi memberikan perhndungan terhadap warisan  budaya
takbenda yang berada di teritorinya, sebagai kewajiban  karena telah
mengikatkan diri, maka negara harus memberlakukan setiap aturan yang
terdapat di dalam konvensi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan
di negaranya, Konvensi ini juga memberlakukan kerjasama dan pemberian
bantuan terhadap negara yang membutuhkan bantuan  dalam upaya
melakukan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda di teritorinya.
Bantuan yang diberikan tentu berdasarkan syarat-syarat vang telah ditetapkan
oleh Konvensi. Setiap negara vang telah melakukan kegiatan perlindungan

mengenai warisan budaya takbenda di negaranya berkewajiban menurut
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